HUKUM PIDANA
A. Arti dan Tujuan

Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya.

Tujuan dari pada hukum pidana adalah :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat

B. Sifat Publik Hukum Pidana

· Ada unsur ketertiban umum yang diganggu

· Ada campur tangan negara di dalam penyelesaiannya.

· Bentuk campur tangan negara yaitu melalui alat-alat kelengkapan negara

· Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim)

C. Peristiwa Pidana

· Peristiwa  hukum ialah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum

· Peristiwa pidana ialah peristiwa yang memenuhi unsur-unsur pidananya

· Unsur-unsur pidana : unsur objektif dan unsur subjektif

· Syarat suatu peristiwa pidana :

1. Harus ada suatu  perbuatan

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Harus berlawanan dengan hukum 

5. Harus tersedia ancaman hukumnya

D. Hukum Pidana Indonesia

Ketentuan mengenai tindak pidana diatur dalam sebuah peraturan yang telah dibukukan yang merupakan warisan dari Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam bahasa Belandanya disebut Wetboek van Strafrecht. KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku di dalamnya, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. KUHP yang berlaku mengandung sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya 

Peraturan lain mengenai delik atau tindak pidana juga diatur di dalam peraturan tertulis yang berada di luar KUHP. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur semua tindak pidana yang termasuk ke dalam kelompok tindak pidana khusus.
E. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

1. Asas teritorialitas

Berlaku di wilayah Indonesia saja

2. Asas nasionalitas aktif

Berlaku juga bagi Warga negara Indonesia yang di luar indonesia

3. Asas nasionalitas pasif

Berlaku juga bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mengancam kepentingan nasional

4. Asas universalitas

Melindungi kepentingan hubungan antarnegara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya.

F. Sistem Hukuman

Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah :

a. Pidana pokok, yang terdiri dari :

1) Pidana mati

2) Pidana penjara :

a) Seumur hidup

b) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu

3) Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun

4) Pidana denda (sebagai pengganti human kurungan)

5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu

3) Pengumuman keputusan hakim

